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ETIK DAN LEGAL DALAM PELAYANAN HOME CARE

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1.  Memahami etika dalam pemberian pelayanan home care

2. Memahami proses penyelesaian etik dalam pemberian pelayanan home care
3. Mengidentifikasi etika moral dalam pelayanan home care

B. Uraian
1. Implementasi Pelayanan Home Care

Pelayanan keperawatan di masa mendat kan kebutuhan konsumen atau

klien (consumen minded). Hal ini perubahan saat ini dan pers
aingan yang semakin ketat ole rakli s dapat dijadikan indikat

or penting agar kebutuhan enuhi. (Nursalam, 2011)

eduliaannya dalam me tkan kesejahteraan umat manusia batk dalam tingkatan preklinik

maupun Klinik. Untuk engembangkan. keilmuannya maka keperawatan dituntut untuk

peka terhadap perubahanperubah
Universitas

Implementasi keperawatan yang dilakukan oleh perawat sebenarnya tidak harus dilaku
ilged n apat juga dilaksanakan di ma
layanan Keperaw. ukan ini disebut Home

kan di rumah sakKit, I§a d
syarakat maupun dirumah pasien. P

ang terjadi di lingkungannya setiap saat.

e

Care.

Dalam menjalankan praktik Home Care, tentu saja seorang perawat harus mengetahui beberap
a seperti aspek legal dan etik, perizinan dan akreditasi, kebijakan home care di Indonesia, kep
ercayaan dan budaya dalam home care agar dapat dijadikan acuan dalam mendirikan Home

Care.
Dalam melakukan suatu hal seseorang perlu mengetahui ilmu dasar yang melandasi hal

tersebut. IImu dasar penting diterapkan selain untuk bekal dalam melakukan segala tindakan
juga untuk meminimalisir kesalahan dari suatu tindakan. Namun, tidak hanya berlandaskan
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ilmu dasar saja, tetapi seseorang harus mengetahui aturan aturan yang ada. Aturan sebagai hal
yang mengatur seseorang melakukan sesuatu. Aturan dibuat untuk melindungi setiap orang

yang ada dalam proses tersebut.

Sama halnya dalam mendirikan sebuah Home Care. Home Care adalah pelayanan kesehatan
yang berkesinabungan dan komperhensif yang diberikan kepada individu dan keluarga
ditempat tinggal mereka yang Dbertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau
memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit (Departement
Kesehatan RI, 2002). Dalam mendirikan sebuah Home Care segala tenaga medis yang ikut
terlibat didalam nya harus mengetahui ilmu dasar dalam melakukan tindakan perawatan,

dalam hal ini ialah seseorang yang b bidang kesehatan, khususnya

dibidang keperawatan.

Selain bekal ilmu dasar, ome Care harus m i serta mengamalkan etik

legal. Etik merupakan tindakan benar atau salah,

(Potter & Perry, 2005).

ang sistematis te

kebajikan atau kejah

Sedangkan legal iala m dan undang-undang (KBBI).
Jadi, Etik Legal Ho rtimbangan yang sistematis tentang
tindakan benar atau sa bajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan tindakan dalam

imologis berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “Ethikos” yang mana artinya

kebiasaan. Perkara tersebut cakup analisis

!/aYg%nrba (Ij @
aai I p in u uruk, tanggung
4 eti e a , dimana dalam

hal ini keperawatan merupakan sebuah profesi, maka muncul yang namanya etika profesi atau

dan penerapan

jawab dan tang

professional ethics.

Secara umum, etika profesi ini adalah suatu sikap etis yang harus dimiliki oleh seorang
profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugas keprofesiannya
dengan menerapkan norma-norma etis umum pada bidang sesuai profesionalitasnya dalam
kehidupan bermasyarakat. Sehingga, berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud dengan
etika keperawatan adalah suatu sikap etis yang harus dimiliki oleh seorang perawat sebagai
bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya sebagai seorang perawat dengan

menerapkan norma-norma etis keperawatan dalam kehidupan profesi dan kehidupan
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bermasyarakat. Selanjutnya, etika keperawatan ini juga dijadikan sebuah landasan dalam
memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat sehingga baik pemberi dan penerima
pelayanan dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. 8 Prinsip Etika dalam Keperawatan

Dalam profesi keperawatan, ada 8 prinsip etika keperawatan yang harus diketahui oleh
perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada penerima layanan keperawatan, baik
individu, kelompok, keluarga atau masyarakat.

8 Prinsip Etika Dalam Keperawatan tersebut adalah;

1. Autonomy (Kemandirian)

Prinsip otonomi didasarkan pada keyaki ampu berpikir secara logis dan

mampu membuat keputusan sendiri uskan sesuatu dan orang

lain harus menghargainya. Otefo rupakan hak keman kebebasan individu

yang menuntut pembedaa ati dan menghargai
kemandirian ini.
Salah satu contoh yan beritahukan klien bahwa

keadaanya baik, pada

2. Beneficence (Berbua
Prinsip ini menuntut per tuk melakukan.hal yang-baik sesuai dengan ilmu dan kiat
keperawatan dalam melakukan pe

Contoh perawa@wﬁelvt@lilerSdQnﬁaapgnyakitjantung tentang program latihan untuk

memperbaiki k an secara umu tapilperawat menasehati untuk tidak

Ilakukan karena
engapaniprlmsip be iceInce.!/ghgerL!l kesehatan secara

umum adalah suatu kebaikan, namun menjaga resiko serangan jantung adalah prioritas

nan keperawatan.

alasan resiko s

Hal ini merupakan p

kebaikan yang haruslah dilakukan.

3. Justice (Keadilan)

Nilai ini direfleksikan ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan
memperhatikan keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku.

Contoh ketika perawat dinas sendirian dan ketika itu ada klien baru masuk serta ada juga
klien rawat yang memerlukan bantuan perawat maka perawat harus mempertimbangkan
faktor-faktor dalam faktor tersebut kemudian bertindak sesuai dengan asas keadilan.
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4. Non-Maleficence (Tidak Merugikan)

Prinsip ini berarti seorang perawat dalam melakukan pelayanannya sesuai dengan ilmu dan
kiat keperawatan dengan tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien.
Contoh ketika ada klien yang menyatakan kepada dokter secara tertulis menolak pemberian
transfusi darah dan ketika itu penyakit perdarahan (melena) membuat keadaan klien semakin
memburuk dan dokter harus menginstrusikan pemberian transfusi darah.

Akhirnya transfusi darah ridak diberikan karena prinsip beneficence walaupun pada situasi ini
juga terjadi penyalahgunaan prinsip non-maleficence.

5. Veracity (Kejujuran)

Prinsip ini tidak hanya dimiliki oleh peraw imiliki oleh seluruh pemberi

layanan kesehatan untuk menyampai ien untuk meyakinkan agar

klien mengerti. Informasi yan arus akurat, kom if, dan objektif. Kebenaran

merupakan dasar membin percaya. Klien m otonomi sehingga

mereka berhak mendap la ingin tahu.

Contoh Ny. A masuk r, karena kecelakaan mobil,

suaminya juga ada da nia. Ny. A selalu bertanya-

tanya tentang keadaa inya. Dokter a an kepada perawat untuk belum

memberitahukan kem aminya kepada klien. Perawat dalam hal ini dihadapkan oleh

konflik kejujuran.

ati Jan{? .
niversita . :
Tanggung jaw. r seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, meneegah penyakit,
memulihkan k n inimalka aiItu perawat harus
memiliki komi i da g 0 n lain.

7. Confidentiality (Kerahasiaan)

Kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Dokumentasi tentang
keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan, upaya peningkatan
kesehatan klien dan atau atas permintaan pengadilan. Diskusi tentang klien diluar area
pelayanan harus dihindari.

8. Accountability (Akuntabilitas)
Akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang professional dapat dinilai

dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali.
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Contoh perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien, sesame teman sejawat,
karyawan, dan masyarakat. Jika perawat salah memberi dosis obat kepada klien perawat dapat
digugat oleh klien yang menerima obat, dokter yang memberi tugas delegatif, dan masyarakat

yang menuntut kemampuan professional.

Tenaga medis dalam hal ini perawat perlu mengetahui etik legal dalam Home Care. Hal ini
bertujun agar perawat tersebut melakukan tindakan yang benar dan tidak merugikan klien
serta dirinya sendiri. Selain itu etik legal juga sebagai pemisah antara peran atau tindakan
yang boleh perawat lakukan dengan tindakan yang perawat tidak boleh lakukan. Maksudnya
ialah, perawat melakukan tindakan sesuai ranah keperawatan bukan menjalankan tindakan

yang menjadi wewenang tenaga medis a memaparkan tentang hak-hak

yang bisa klien dapatkan selama m

Aspek Etik dalam Home
Etik Legal Home Care j istematis tentang tindakan
benar atau salah, keb ngan tindakan dalam Home
Care, dimana perti ukum dalam undang undang.
Adapun fungsi huku
1. Memberikan kera tuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai hukum.
2. Membedakan tangg b perawat dengan profesi lain.

3. Membantu menentukan batas. — batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri.

Membantl{ywqer\t,'ﬂ@lfag itzfdar% praktik keperawatan dengan meletakkan posisi

ntabilitas diba

perawat memilE Um I
B. Perizinan dan étail !ome e I|gg ll

Perizinan

&

Home Care merupakan salah satu bentuk praktik mandiri keperawatan. Praktik mandiri
keperawatan telah diatur dalam berbagai sumber hukum. Hal ini berarti praktik mandiri
keperawatan dalam Home Care telah diizinkan. Adapun landasan hukum praktek perawat
ialah sebagai berikut :

a. UU Kes No. 23 thn 1992 ttg kesehatan

b. UU Kes No. 36 thn 2009 ttg kesehatan

c. UU No. 32 thn 2004 ttg pemerintahan daerah

d. Kepmenkes No. 1239 thn 2001 ttg registrasi & praktik prwt
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e. PP No. 32 tahun 1996 ttg tenaga kesehatan

f. Kep Dirjen YanMed RI. No. HK 00.06.5.1.311 thn 2002 ttg penerapan pedoman
perawatan kesehatan di rumah

g. PP No. 25 thn 2000 ttg pelimpahn kwenangn pusat ke daerah

h. Permenkes 920 thn 1986 ttg pelayanan medik swasta

i. Kepmenkes No. 148 thn 2010 ttg izin & penyelenggaraan praktik perawat

J.  Permenkes 17/ 2013

Mekanisme perizinan pendirian home care sebagai berikut :
Berbadan hukum yg ditetapkan dim akte notaris Mengajukan ijin usaha Home care kpd
Dinkes Kab/Kota setempat dg melampir

sarana komu
e  sarana transportasi
f. Perawal yany/akar ierdirikarSpraktek keperawatan harus memiliki SIPP (Surat

Izin Pr P en 8 rsyaratan yang
harus d i :
= FC STR/SIP yg msh berlaku & dilegalisir

= SK sehat dr dktr yg mpy SIP
= Srt Prnyataan memiliki tmpt praktik

= Foto brwarna 4x6 sbyk 3 Imbr
= Rekomendasi PPNI

Akreditasi

Penilaian kembali terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat,
dilakukan baik oleh pemerintah atau badan independen yang akan mengendalikan
pelayanan kesehatan rumah. Tujuan proses akreditasi, agar seluruh komponen pelayanan
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dapat berfungsi secara optimal, tidak terjadi penyalahgunaan serta penyimpangan.
Komponen evaluasi meliputi :

1. Pelayanan masyarakat

2. Organisasi dan administrasi

3. Program

4. Staf/personal

5. Evaluasi

6. Rencana yang akan datang

Standar penilaian akreditasi khusus home care yang dikeluarkan oleh Komite Joint

Commision Internasional (ICT) ini m enilaian penerapan home care

berfokus pada pasien. Penilaian t pasien, akses dan asesmen
s pelayanan, manajemen

obat pasien serta pendidi eluarga. Perawat memiliki peran advokasi

bertanggung jawab dal keamanan pasien, gah terjadinya kecelakaan
dan melindungi pasie i i linginkan. Penerapan pendidikan
bagi pasien dan kelu
sedang berusaha m erikan pendidikan kesehatan yang

menunjang kesehatan

Hal-hal tersebut diatas dapat dit

penatalaksanaaU)eﬁiiiji@ré)qdzgo?s'leréiag keluarga di unit pelayanan home care.

Kepercayaan E dalu u l
Perawat saat bekerja sama dengan Kkeluarga har I omunikasi

secara alamiah agar mendapat gambaran budaya keluarga yang sesungguhnya. Hal ini terkait

jang dengan pengetahuan perawat terkait penerapan dan

dengan sistem nilai dan kepercayaan Yyang mendasari interaksi dalam pola
asuh keluarga. Praktik mempertahankan kesehatan atau menyembuhkan anggota
keluarga dari gangguan kesehatan dapat didasarkan pada kepercayaan yang dianut.
Pemahaman yang benar pada diri perawat mengenai budaya klien, baik individu,
keluarga, kelompok, maupun masyarakat, dapat mencegah terjadinya culture
shock maupun culture imposition. Cultural shock terjadi saat pihak luar (perawat) mencoba
mempelajari atau beradaptasi secara efektif dengan kelompok budaya tertentu (Klien)
sedangkan culture imposition adalah kecenderungan tenaga kesehatan (perawat), baik secara
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diam-diam maupun terang-terangan memaksakan nilai-
nilai  budaya, keyakinan, dan  kebiasaan/perilaku  yang dimilikinya pada
individu, keluarga, atau kelompok dari budaya lain karena mereka meyakini bahwa

budayanya lebih tinggi dari pada budaya kelompok lain.

Dilema Etis Pelimpahan Wewenang bagi Profesi Perawat

Keperawatan merupakan salah satu profesi yang berkecimpung untuk kesejahteraan manusia
yaitu dengan memberikan bantuan kepada individu yang sehat maupun yang sakit untuk dapat
menjalankan fungsi hidup sehari-harinya. Salah satu yang mengatur hubungan antara perawat
pasien adalah etika. Istilah etika dan moral sering digunakan secara bergantian. Sehingga

perawat perlu mengetahui dan mem sendiri termasuk didalamnya

prinsip etik dan kode etik. Hubun n atau tim medis yang lain
ghadapi tanggung jawab

ami sebagai akiba hubungan mereka dalam

ng kedokteran, h ien, perubahan sosial dan

hukum telah berperal i i | Ik. Standart perilaku perawat
erawatan internasional, nasional,
dan negara bagian a rovinsi. Perawat harus mfampu mengrapkan prinsip etik dalam
pengambilan keputusa encakup nilai dan keyakinan dari klien, profesi, perawat, dan
semua pihak yang terlib wat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak klien
dengan bertindak sebagai advokat klien. Para perawat juga harus tahu berbagai konsep hukum

yang berkaitan lﬂnmri Ml@kk@e}aﬁv&tﬁkamna mereka mempunyai akuntabilitas terhadap

e Eag) lﬁal y“ﬁu ﬁ I

Dalam berjalannya proses semua profesi termasuk Si rawatan didalamnya tidak

lepas dari suatu permasalahan yang membutuhkan berbagai alternative jawaban yang belum
tentu jawaban-jawaban tersebut bersifat memuaskan semua pihak. Hal itulah yang sering
dikatakan sebagai sebuah dilema etik. Dalam dunia keperawatan sering kali dijumpai banyak
adanya kasus dilema etik sehingga seorang perawat harus benar-benar tahu tentang etik dan
dilema etik serta cara penyelesaian dilema etik supaya didapatkan keputusan yang terbaik.
Oleh karena itu penulis menyusun suatu makalah tentang etik dan dilema etik supaya bisa

dipahami oleh perawat.
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Pelayanan keperawatan merupakan pelayanan integral dari pelayanan kesehatan, dengan
pendekatan care (perawatan), bukan cure (pengobatan). Hal ini dengan jelas menggambarkan
pelayanan keperawatan berbeda dengan pelayanan medis. Namun, keduanya saling bersinergi
memberikan pelayanan terintegrasi yang berkesinambungan kepada pasien sebagai pusat
pelayanan (patient centered care). Perawat dalam melaksanakan perannya melakukan asuhan
keperawatan, akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Salah satunya, tenaga
medis atau dokter, yang perawat menerima pelimpahan wewenang dari tenaga medis.
Pelimpahan wewenang medis dapat dilakukan secara delegatif dan mandat (Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2014).

Pelimpahan wewenang medis tersebut memiliki ensi tanggung gugat dan tanggung

jawab profesi. Permasalahan terjadi n kewenangan yang belum
jelas. Pelaksanaan pelimpahan we ersebut berda aspek legal ketika terjadi
tuntutan karena kelalaian r at pasien cedera. Hal ini
dapat disebabkan wew ili urang kompeten maupun
overdelegation (kelebi gga yang menerima tidak

mampu melaksanaka

Untuk itu, pentingn adaran yang tinggi bagi pihak-pihak pengemban profesi dan

menjunjung tinggi nil | dalam sumpah jabatan, sertackode etik profesi dan standar

praktik profesi, sebagai p ukum profesi. Perlunya batasan yang jelas dalam pengaturan
regulasi terkait pelimpahan wewenang tersebut, khususnya di Undang-Undang Nomor 38

Tahun 2014 nlaﬂpﬁh ithn@nﬁyS PRIKI 26 Tahun 2019 sehingga tidak terjadi ambiguitas
- pEIaksaE aberu ﬁ I
Konteks dan urgensi masa ah

Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian

integral dari pelayanan kesehatan, yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang
ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit
(RI, 2014). Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam
bentuk asuhan keperawatan. “Namun, pada praktiknya, perawat selaku profesional pemberi
pelayanan kesehatan justru lebih banyak melakukan pelimpahan tugas wewenang dari tenaga
medis atau dokter, dari pada asuhan keperawatan sendiri, khususnya di rumah sakit.”
Pelimpahan wewenang tersebut diatur dalam regulasi Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014

tentang keperawatan, pasal 32 “Mengenai pelimpahan wewenang medis kepada perawat harus
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dilakukan secara tertulis, dan hanya dapat diberikan kepada perawat profesional dan perawat

vokasi yang kompeten atau terlatih.”

Pelimpahan wewenang medis tersebut dibedakan menjadi dua, “Pelimpahan wewenang secara
delegatif™, yaitu pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan
medis diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung
jawab, dan “Pelimpahan wewenang secara mandat” yakni pelimpahan wewenang secara
mandat diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis
di bawah pengawasan. Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang
mandat sebagaimana dimaksud, berada pada pemberi pelimpahan wewenang. Hal ini menjadi

dilema etis bagi profesi perawat karena pad justru memberatkan perawat dalam

melakukan pelayanan keperawatan n akibat kelalaian perawat

karena terjadi kesalahan tinda rdampak ceder sien, siapakah yang akan

bertanggung jawab. Apak i sudah jelas? Selain itu,

PMK 26 Tahun 201 ij ang keperawatan), jika dikatakan

vokasi yang terlatih an kompeten yang diperlukan, indikator parameternya pada

kompetensi apa yang kan sudah. sesuai? Belum tergambar jelas dalam kebijakan

tersebut, hal ini sungguh I konsekuensi berat, bila dikaitkan dengan tanggung gugat

dan tanggung jawab, serta juga berdampak pada mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan

pasien, yang mLDEaEI’I Hak/séthda 5ash3ha S

Profesi keperaE sa przUrn “ Ipek kehidupan
manusia dengan memandang manusia 1tu unik, hal ini n filosofi yang luhur yang

meliputi tiga unsur utama, human, holism, dan care. Dari ketiga unsur tersebut, diyakini

bahwa manusia sebagai pusat dari asuhan keperawatan dan care/caring sebagai landasan
dalam asuhan keperawatan (Nursalam, 2008).

Melihat implikasi kebijakan tersebut, terkait pelimpahan wewenang medis kepada perawat,
sangat penting perlu dianalisis lebih dalam, terkait batasan dan tanggung jawab moral demi

mutu dan keselamatan pasien.
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Kritik terhadap Kebijakan yang ada

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, menjelaskan bahwa dalam
menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan
keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti
keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksana tugas

dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Pelimpahan wewenang sudah diperinci akan tetapi belum ada batasan yang jelas terkait
pelimpahan wewenang medis kepada perawat, baik yang bersifat delegasi maupun mandat.
Demikian pula dalam turunannya PMK 26 Tahun 2019, tidak secara obyektif dijelaskan

batasan tugas yang dilimpahkan dan b nerima pelimpahan wewenang

tersebut, hal ini menjadi konsekue spek legal terkait tanggung

Pelimpahan wewenang i iliki konsekuensi gung gugat dan tanggung
jawab profesi, perma
jelas. Terutama dal i egatif, yang bentuk tanggung
jawabnya secara pe i nerima delegasi. Hal ini menjadi
konsekuensi berat jik menerima delegasi hanya sebatas perawat vokasi pendidikan
diploma keperawatan ecara strata-pendidikan-tidak sejajar dengan medis) atau

pendidikan S-1 Ners (profesiona

JoofGahgib

r nal
ng

ng masih baru tanpa pengalaman.

P

Meskipun pad an wewenang

Tahun 2014 menjelaskan pelimpah
"iyang memiliki
ngou
egation

kewenangannya sehingga dapat terjadi overdel elebihan delegasi) maupun

diberikan pad
pelatihan sesu etensinya dan

improperdelegasi (pelimpahan wewenang yang tidak tepat).

Demikian juga dengan pelimpahan wewenang mandat, dalam regulasi dijelaskan pemberian
mandat harus dalam pengawasan yang memberikan mandat karena tanggung jawab masih
melekat pada pemberi mandat (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014), yang
pelaksanaannya tidak terlaksana demikian, hal ini berdampak konsekuensi yang berat dalam
aspek legal bagi perawat serta berimplikasi pada mutu dan keselamatan pasien.
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Data penelitian (Purnawan & Wujoso, 2017) yang dilakukan di Puskesmas Cempaka,
Kalimatan Tengah, pasien yang berkunjung rata-rata per hari 50 pasien. Tindakan medis
dilakukan dokter 20 persen dan 80 persen dilakukan oleh perawat, termasuk memberikan
diagnosis dan memberikan resep obat kepada pasien (pelimpahan wewenang dilakukan secara
lisan). Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hak-hak konsumen bahwa
’perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen”. Hal ini sangat jelas bahwa pelayanan kesehatan
harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan lingkup tanggung jawab sesuai

batas kewenangan.

Alternatif kebijakan

Pengelolaan regulasi kepada perawat, perlu
rutama melakukan revisi
dari UU Nomor 38 Tahun

yang lebih memperincikan

dipertimbangkan adanya

2014 tentang kepera

batasan-batasan tind jelas dari tenaga medis pada

tenaga keperawatan t enghilangkan otonomi profesi keperawatan, yang jelas berbeda

dengan profesi medis, eperawatan dengan pendekatanto care, sedangkan kedokteran

pada pendekatan to cure.

Secara harfiahUaHni R?Ii@plargniute\éer?ng tindakan medik dari dokter kepada perawat
hanya dapat d an secara tertul

i ISy seswai Pasal 32 Poin 1 UU Nomof88 Tahun 2014
ﬁﬁg it“ a n jelas sehingga
p us ti ersifat Sec n ell an secara delegatif

hanya dapat dilimpahkan kepada perawat yang memiliki kompetensi sesuai yang diperlukan

tentang Keper

yang dilimpah

dan pelimpahan secara mandat diberikan kepada perawat di bawah pengawasannya.

Di sisi lain, dokter dalam melimpahkan wewenang tindakan medik harus disesuaikan dengan
kondisi perawat tersebut, tentunya harus lebih diutamakan dilimpahkan kepada perawat senior
yang sudah banyak memiliki pengalaman. Sehingga ketika terjadi pelimpahan wewenang
tindakan medik dari dokter dapat berjalan dengan baik dan dapat diminimalisasi hal-hal yang

tidak diinginkan.
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Untuk tindakan-tindakan, harus dibedakan mana yang dilimpahkan secara delegatif dan secara
mandat. Jadi, apabila pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokter dan perawat
akan sama-sama terlindungi oleh hukum dan tentunya masyarakat mendapatkan pelayanan

dengan maksimal.

Batasan-batasan yang jelas terkait regulasi tersebut, akan menjadi payung hukum yang
melindungi masing-masing profesi, meningkatkan tanggung gugat dan tanggung jawab
profesi, serta tercipta keharmonisan yang sinergi sebagai interkolaborasi yang baik
antarprofesi dalam mengupayakan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang bermutu

dengan mengutamakan keselamatan pasien.

Perlu juga disikapi secara responsi i pelayanan kesehatan baik
pratama maupun paripurna i » [ h sakit dengan membuat
jelas terkait pelimpahan
wewenang tersebut d
tertinggi institusi, St
lainnya yang menja rikan praktik keperawatan, baik

secara mandiri maupu

Mengingat hal tersebut, bagi institusi- pendidikan sebagai pencetak lulusan tenaga

keperawatan, harus memiliki inte

hanya predikatLIylLﬁ ciewaésier%ﬁf*iaegpi menjamin kualitas lulusan kompeten dan siap

memberikan a: keperawatan istis di mana pun perawat berkarya. Perlunya
LAM- PTKes, Sx ditash pendidika u ator parameter
menilai mutu pendidikan yang sungguh layak lulu gai itusi pendidikan sehingga

output lulusannya siap bekerja di institusi rumah sakit.

itas tinggl dan menjamin kualitas lulusan kompeten tidak

Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan, sebagai berikut.

1. Bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melakukan revisi kebijakan atau
kebijakan turunannya dari UU No0.38 Tahun 2014 tentang keperawatan, dengan lebih
menjelaskan batasan dalam pelimpahan wewenang tersebut, dan konsekuensi legal

terkait ketidakpatuhan.
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2. Rumah sakit selaku institusi tempat perawat bekerja, harus mempunyai kebijakan
lokal yang mengatur batasan pelimpahan wewenang, baik yang bersifat delegatif
maupun mandat, melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk kerja, Surat
Penugasan Kewenangan Klinis dan regulasi lainnya sebagai perlindungan praktik
keperawatan, baik mandiri maupun kolaborasi.

3. Institusi pendidikan memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan trilogi pendidikan,
guna menjamin kualitas lulusan perawat yang tidak sekadar lulus, tetapi kompeten dan
siap berkarya di ranah kesehatan.

4. Perlunya LAM-PTKes, selaku badan akreditasi pendidikan mandiri menganalisis
indikator parameter menilai mutu pendidikan yang sungguh layak lulus sebagai

institusi pendidikan sehingga out ekerja di institusi rumah sakit.

5. Kesadaran tinggi dari s untuk disiplin melakukan
, baik mandiri maupun

kolaborasi i tan engabaikan pentingnya

kompetensi inter, dengan profesi |
6. Perlunya kesa i i i an profesi, dan menjunjung
tinggi nilai-ni tik profesi dan standar praktik

profesi, sebag
C. TUGAS

1. Sebutkan 8 Prinsip Etika dalam
2. Uraikan MeKahigrnd pefizin&n pehdirian home care ?

3. Apa yang an abuigte Keperca K are?
4. Undang-Un aah t audara apakah
i .

penerapannya sudah sesuai yng diharapkan jelaskan d
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